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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR) sebelum dan sesudah penerapan Undang-Undang
Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh No. 36 Tahun 2008). Sampel yang
digunakan adalah laporan tahunan perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) untuk periode tahun 2008 dan 2009. Tahun 2008 merupakan fahun
sebelum penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 sedangkan tahun 2009 merupakan tahun
pertama penerapan undang-undang tersebut, di mana dalam undang-undang tersebut
terdapat aturan-aturan baru terkait CSR antara tain diperbolelikann va blaya-biava tertentu
terkait CSR untuk menjadi pengurang penghasilan. Pengujtan ini divkur dengan
menggunakan indeks pengungkapan CSR atau CSR Disclosure Index, kemudian
membandingkan indeks tahun 2008 dengan tahun 2009. Hasil pengujtan  empirik
membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan
tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tabun
2008.-

Kata Kunci: CSR, Pengungkapan CSR, Index Pengungkapan CSR, Biava Fiskal dan U1
PPh No. 36 Tahun 2008.

ABSTRACT

This research aims to examine whether there are differences of Corporate Social
Responsibility {CSR) disclosures, before and after the implementation of the Income Tax
Law Number 36 of 2008. The annual reports of mining companies listed on the Indonesia
Stock Exchange were used as samples. The period used is 2008 and 2009. 2008 was the
year prior to the implementation of the lncome Tax Law Number 36 of 2008, while the
year 2009 was the first year of implementation of these law. In this law there are new rules
telated to CSR such as the penmissibility of certain costs related 1o CSR to be deductible
expense. This study measured using CSR Disclosure Tndex and then index in 2008
compared to 2009. The results of empirical study showed that there are significant
differences in CSR disclosure mining company listed on the Indonesia Stock Exchange
before and after the implementation of the Income Tax Law Number 36 of 2008.

Keywords: CSR, CSR Disclosure, CSR Disclosure Index, deductible expense 'and frcome
Tax Law Number 36 of 2008,
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1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia terus mengupayakan program seperti pengentasan kemiskinar

penmgkatan mutu pendidikan bahkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaas |

program tersebut di atas tentu saja tidak hanya diperankan oleh pemerintah. Perusahaan- |
perusahaan besar (yang mempekerjakan banyak masyarakat) juga memiliki peran vang }
sangat besar dalam membantu terlaksananya program pemerintab tersebut. Sejalan dengzm |
yang dikemukakan Grayson dan Hodges dalam Mangoting (2007), bahwa perusahaan tidak
beroperasi di dalam ruang kosong, melainkan dalam kondisi mteraksi yvang komplas |
dengan perkembangan thmu pengetahuan dan teknologi, situasi politik, pembangunam
sosial dan ekonomi, juga ristko-risiko vang mungkin timbul. 1
Tidak dapat dipungkin bahwa dunia bisnis memiliki pengaruh vang sangal besar |
terhadap kehidupan masvarakat melalui barang dan jasa, serta lapangan pekerjaan vang |
dihasitkannya. Terutama bagi perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki kekuatam |
dominan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas masyarakar juga §
terhadap lingkungan. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah Corporase
Social Responsibility (selanjutnya disebut CSR) atau yang biasa disebut tanggung jawaly ;
sosial perusahaan kemudian muncul di mana istilah tersebut dapat diartikan sebagai cam |
perusahaan mengatur proses produkst yang berdampak positif pada komunitas. Maraknva]
isu CSR membuat perusahaan melakukannya datam bentuk sumbangan bagi kaum misiom ]
korban bencana alam, maupun sumbangan pendidikan ]
Konsep CSR muncul berdasarkan prinsip kesukarelaan. Furopean Connmissam
mendefinisikan CSR sebagai berikut “a concepr whereby companies iniegrate social
environmental concerns in their business operations and in their interaction with e
stakeholders on a voluntary basis”. Akan tetapi, prinsip kesukarelaan tersebut diang zagpe
hilang sejak munculnya Undang-Undang Perscroan Terbatas (UU PT) No. 40 Tahun 225
dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur s '
tegas mengenal pelaksanaan CSR. Undang-undang terscbut mewajibkan perseroan »
bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam uresli
melaksanakan tanggung jawab sosial dan hingkungan. Dengan adanya kewajiban tersed
dunia wsaha menganggap hal 1m bertentangan dengan prinsip dasar CSR
kesukarelaan.. :
Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerapan CSR adalah derss
mcmberikan apresiasi atau insentif bag: perusahaan vang melakukan CSR. Insentif tersh
adalah dengan menerapkan kebijakan deductible expense for CSR  expendrm
sebagatmana yang tertuang dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun >l
(selanjutnya disebut UU PPh) yang berlaku mulai 1 Jaouari 2009. Pasal 6 ayat | huruf 2§
1, k, 1, dan m UU PPh menyatakan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagt Wajib Pay
dalam negei1 dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikw
biava untuk mendapatkan, menagih, dan memeithara penghasilan, termasuk: bw
beasiswa, magang, dan pelatihan; sumbangan dalam rangka penanggulangan ben
nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam ramgld
penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia vang ketentuannva
. dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan infrastuktur sosial yang ketentuam
diatur dengan Peraturan Pemecrintah; sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuam
diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga sa
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemernintah. 3
Selain itu di dalam penjelasan pasal ¢ avat 1 huruf g UU PPh mengenai biava !

beasiswa, magang, dan pelatihan adalab bahwa biava vang dikeluarkan untuk kepertuazn |

ISBN ; 978-979-8911-75-0 D-1-2 1

APM

beasis
dapat
beasis
pelajar
Tahun
PPh N
1
and G
merata
peratug
pembe
vang d
mendo
mengar
C
satu be
drpungs
Pajak
anggur
- Fovery
Christe
~ngkup

Ga
ol s T ¥ 7

SR ker

SR mey

dinnya t
dibebani

Be
pelaku

ISBN: 9



ABRLALLARER AR LEL R A LA L

Prosiding Seminar Nasional APMMI IT
Regional Competitiveness, Creative Fconomy ond Entrepreneurship

APMMI

beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk
beasiswa vang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada
pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Penjelasan ini tidak diatur dalam UU PPh Ne. 17
Tahun 2000. Terlebih lagi, di dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 tidak mengatur seperti UU
PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat | huruf g, 1, j, k, I, dan m.

Berbagai studi mengenat pajak dan CSR inipun mulai banyak dikembangkan. David
and Gallego (2009) menyatakan bahwa negara memang akan terbantu dalam tugasnya
meratakan kesejahteraan apabiia perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun
peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR 1m perlu dumbangi dengan
pemberian kemudahan-kemudahan bagy perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu
yang dapat dilakukan pemerintah adalah melalw kebijakan perpajakan agar mereka dapat
mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR. Dalam hal inilah pemerintali dapat
mengarahkan periiaku perusahaan dalam melaksanakan CSR (Yonah, 2006).

Di sisi lam, Williams {2007) menyatakan bahwa membayar pajak merupakan salah
satu bentuk kegiatan CSR. Karena sesuat dengan definisi dan fungsi pajak yaitu pajak yang
dipungut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian,
tanggung jawab perusahaan kepada salah satu external stakeholders adalah pemerintah
{governance), sehingga pembavaran pajak merupakan bentuk CSR kepada pemerintah
(Christensen and Murphy, 2004, Carolina ei at,, 2011). Hal tersebut didasarkan pada ruang
lingkup CSR seperti yang digambarkan di bawah ini (www.1so.0rg):

Social respansibitity: ?core subjects

ORGANIZATION - ;

éf
§
\\% \\ﬂ&\*"“ “fe ﬁ\”}%w /

\\\'\k.ﬂf’{ » m,..f"‘“! f«f
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Gambar 1. Ruang Lingkup CSR

Gambar di atas menunjukkan bahwa salah satu ruang lingkup CSR adalah
governance atau pemerintah dan pembayvaran pajak dianggap sebagat salah satu bentuk
CSR kepada pemerintah. Sehingga dengan munculnya kewajiban untuk melaksanakan
CSR menjadi beban tambahan bagi perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa
dirinya telah melaksanakan CSR dalam bentuk pembayaran pajak, dan sekarang mercka
dibebani lagi dengan kewajiban melaksanakan CSR (Wilhams, 20073, _

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana para
pelaku usaha di Indonesia menyikapi kebijakan perpajakan terkait pelaksanaan CSR,
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apakah mergka akan menyikapi positif dengan memanfaatkan fasilitas tersebuf ataukah 3. HA
tidak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ’
perbedaan vang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang vang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEL) sebelum diberlakukannya UU PPh No.36 Tahun 2008 (tahun
2008) dan sesudah dlberlakukannya undang-undang tersebut (tabun 2009). Dengan
demikian hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang

terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

2. METODE

Perusahaan Mining and Mining Services adalah subjek penelitian dalam penelitian
. Pemilithan sampel yaitu perusahaan tambang ini didasarkan pada Pasal 74 UU
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menvatakan bahwa perseroan vyang
menjalankan kegiatan usabanya di bidang dan/ataa berkaitan dengan sumber daya alam
wayib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

CSR disclosure dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk
membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi
dan politis. Tujuannya adalah untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh
keunggulan kompetitif melalui penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak
pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan.
dan untuk menarik investor (Sayekti dan Wondabio, 2007).

CSR disciosure diukur dengan menggunakan CSR Disclosure Indeks (CSRDIx |
Instrumen ini mengacu pada instrumen berdasarkan www.globalreporting.org vang i
mengelompokkan informas: CSR kedalam kategoni vaitu economic, environmental, labcor
practices, human righis, society, dan product responsibility. Total item CSR scbanyak ~¢
Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotome |
vaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi score 1 jika diungkapkan, dax
score O jika tidak diungkapkan. Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan CSRDI:

CSRDIf = 2 Xij
nj

L
dapat ¢
ditunju

dapat ¢
perusah
Tahun :
C
Tahun :
diterapk
disclost
Tabel

Notast:

CSRL : Corporaie Social Responsibility disclosure Indeks perusahaan |

nj : Jumlah item untuk perusahaan j, nj [_J79

Xy o Nila: 1 = jika #em 1 diungkapkan; 0 = jika item 1 tidak diungkapkan ;
Data yang telab dikumpulkan terlchih dahulu akan diuji normalitasnya dengam |

menggunakan ujt stattsizk non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S} (Ghozali, 2004 !

Ujt K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

Hy = Data residual berdistribusi normal.

H, = Data residual tidak berdistribusi normal.
Adapun syarat penerimaan dan penolakan hipotesis tersebut adalah apabila nilai Asymr -_
Sig. (2-tailed) > o (5%), maka H, diterima atau dengan kata tain data berdistribusi normat

Pengujian hipotests yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pengupam |
paired samples t-test, yaitu pengujian yang dilakukan pada sebuah sampel dengan subvek
yang sama namun mengalami dua periakuan atan pengukuran vang berbeda, vane |
bertujuan untuk melihat apakah rata-ratanya yang secara nyata berbeda ataukah tidak §
(Santoso, 2010). ]

-

LTI TTTTTTTTTTT
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengujian normalitas:
Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirmov Test

sebelum sesudah
N 14 B4
Normal Parameters® Mean 2757 4235
Std, Deviation 06947 09427
IMost Extreme Differences  Absolute 216 212
Positive 218 150
Negative - 138 -212
Kolmogorov-Sniimov 2 BO7 793
Asymp. Sig. (2-tailed) 532 555

a. Test distribution is Normal,
Dar tabel di atas diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-1ailed) 0,555 > « (5%, sehingga
dapat disimpulkan bahwa data berdisribusi normal. Sedangkan hasil pengujian hipotesis
ditunjukkan pada tabel di bawah ini-
Tabel 2. Pajred Samples Test
Paired Differences

95% Confidence Interval ( DF Sig (2-
Mean Std. fStd, Error] 6 o Difforence tailed)

Deviation MMean

Lower Upper

Pair | sebelum -
sesudah
Dari tabel di atas diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0000 < g {5%) sehingga
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure
perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36
Talwun 2008.

CSR disclosure perusahaan pada periode sesudah diterapkannya UU PPh No.36
Tahun 2008 vaitu tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan pada periode sebelum
diterapkannya UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu tahun 2008. Secara umum, rata-rata CSR
disclosure index tahun 2008 dan 2009 disajikan pada tabel 3 di bawah ini

Tabel 3. CSR Disclosure Indeks Perusahaan Tambang Sebelum dan Sesudah Penerapan
UU PPh No. 36 Tahun 2008

- 14786 07485 02000 - 19108 -10464) -7391] 13 .OOOI

- CSR Disclosure indeks
No Perusahaan Tambang Sebelum UU PPh No. | Setelah UU PPh No. |
36 Tahun 2008 36 Tahun 2008

1 ADRO {337 044
2 ANTM 024 0,32
3 ATPE 0,24 0,35
1 BYAN . 0,29 0,48
3 BUKIT 0,42 0,39
6 BUMI 0.25 0,43
7 TINS 3,22 .51
8 MEDC(G (.39 .46
e PGAS 0,24 0,30
14 ITMG 027 1,49
il ENRG 023 (.48
12 FLNLISA . .20 1,29
13 INDIKA 0,28 {144
14 GTBO .20 i 0,30

ISBN : 978-979-8911-75-0 D-1-5
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Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2008 rata-rata CSR disclosure index dam §
perusahaan sampel sebesar 02757 yang kemudian meningkat di tahun 2009 sebeswr §

0,4236.

Hasil tersebut telah didukung pula oleh pengujian secara empiris dengan nila
signifikan 0,000 yang berarti CSR. disclosure perusahaan sebelum diterapkannya UU PP: |
No.36 Tahun 2008 berbeda secara nyata dengan CSR disclosure sesudah diterapkano |
UU PPh No.36 Tahun 2008. Hasit penelitian ini mendukung penelitian Yonah (2006) yang ]
menyatakan bahwa pemerintah dapat mengarahkan perilaku perusahaan dalam ;_
melaksanakan CSR, serta penelitian David and Gallego (2009) yang menyatakan dencas |
tegas bahwa pemerintah dapat mendoreng perusahaan untuk melaksanakan praktik CSR |

melalui kebijakan perpajakan.

Diterapkannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 ternyata dapat memberikan perbedaae §
pada CSR disclosure perusahaan. Semakin banyak dan jelasnya poin-poin mengenai biava |
CSR yang dapat dibiayakan pada undang-undang tersebut dapat mendorong perusahaze
untuk melakukan CSR. Perusahaan tidak menganggap bahwa CSR merupakan suatu bebas |
tambahan. Hal tersebut dijadikannya rax bencfit atan manfaat pajak yang timbul karesa '

biaya-biaya terkait CSR dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengena
perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambany yang terdaftar di BEZ
sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Sampel yang digunakas

dalam penelifian 101 adalah 14 perusahiaan tambang yang terdaftar di BET untuk tahun 200% _
dan 2009. Pengambilan sampel tahun 2008 dimaksudkan untuk menguji periode sebelumz
penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008, di mana tahun 2009 merupakan periode pertamz |

penerapan undang-undang tersebut.
Penelitian ini membuktikan hipotesis yang diajukan vaitu terdapat perbedaan vang
signtfikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan

sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008. CSR disclosure index pada tahun 200% |

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008.

Peneliti menyadar adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan kriteria-kritena
tertentu {purposive sampling), yaitu dengan membatasi kriteria sampel hanya unmnik
perusabaan-perusahaan tambang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapa
digeneralisasikan untuk sektor di tuar perusahaan tambang,

2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif sedikit, yaitu hanya 14
perusahaan. Sedikitnya sampel ini disebabkan karena beberapa kendala antara lam
ketidaklengkapan laporan tahunan beberapa perusahaan tambang vang terdaftar di BEL
Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat dijadikan sampd
dalam penelitian ini. Periode pengujian sampel terbatas hanvya tahun 2008 dan 2009, Ha
in1 dikarenakan ketidaktersediaannya akses beberapa laporan tahunan perusahaan untuk

periode tahun 2008 ke belakang, sehingga hanya 14 perusahaan yang dapat diakses §

tahun 2008 maupun 2009 sajalah vang dijadikan sampel dalam penelitian ini

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkar
hal-hal bertkut: '

ESBN : 978-979-8011-75-0 D-146 1
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1. Jumlah sampel dilakukan secara acak/random, dan tidak mensyaratkan kriteria-kriteria
tertentu. Sampel penelitian tidak hanya perusahaan tambang, tetapi juga perusahaan-
perusahaan yang bergerak di bidang lainnya, sehingga penelitian ini diharapkan
memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan untuk perusahaan di fndonesia.

2. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dapat ditambah untuk semakin mewakili
populasinya. Apabila penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel untuk semua jenis
perusahaan, maka tidak sulit untuk menambah perusahaan yang dapat dijadikan sampel
penelitian.

. Jangka waktu/periode riset dapat diperpanjang (tidak hanya tahun 2008 dan 2009).
Penelitian in1 bersifat membandingkan dan menunjukkan perbedaan di dua periode vang
berbeda. Peneliti selanjuinya dapat meneliti lebih dalam untuk periode sctelah
penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008, misalnya 2009-2011.
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